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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam 

BAB IV, maka penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan implementasi dari 

Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan bagi Perusahaan 

BUMN dan merupakan komitmen Perusahaan dalam rangka memberikan 

image positif dalam kaitannya Perusahaan tumbuh dan berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

dalam penerapannya memiliki beberapa permasalahan antara lain adanya 

pengelolaan dana program dimaksud yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

yang dilaksanakan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko telah dapat berjalan dengan baik tetapi masih 

memiliki permasalahan yaitu adanya piutang yang dimiliki oleh 

Perusahaan dalam rangka pelaksanaan pinjaman kepada Mitra Binaan. 

Piutang tersebut diakibatkan kurang sesuainya mekanisme dari 

perencanaan sampai pelaksanaannya dengan prinsip korporasi 

diantaranya Transparansi, Kewajaran, Akuntabilitas, Tanggung jawab 

dan Kemandirian. 

2. Prinsip Transparansi tidak dapat dilaksanakan apabila melihat dalam 

mekanisme pelaporan atau rekomendasi yang diajukan oleh jabatan 
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struktural dibawah Direktur Operasi dalam Divisi PKBL yang tidak 

secara terbuka disampaikan melalui kajian kelayakan suatu subjek atau 

objek menjadi subjek yang berhak menerima program kemitraan atau 

bina lingkungan. Prinsip Kewajaran tidak dapat dilaksanakan karena 

berdasarkan struktur dan fungsi jabatan pada divisi PKBL tidak tepat. 

Sedangkan apabila melihat dari mekanisme atau SOP yang diterbitkan 

tidak menekankan fungsi masing-masing jabatan struktural dibawah 

Direktur Operasi sehingga dapat dimungkinkan penyelewengan 

administrasi dapat terjadi. Sedangkan Prinsip Akuntabilitas tidak dapat 

dilaksanakan apabila melihat dari tidak jelasnya fungsi masing-masing 

pihak dalam Divisi PKBL yang telah tercantum dalam SOP, seperti 

adanya dualisme kewenangan serta jabatan yang hanya sebagai lalu lintas 

disposisi atau perintah dari Direktur Operasi. Prinsip tanggung jawab 

tidak dilaksanakan apabila melihat tidak adanya tanggung jawab 

berdasarkan jabatan yang diampu oleh masing-masing pihak oleh karena 

tidak jelasnya fungsi masing-masing pihak tersebut. Kemudian prinsip 

kemandirian tidak dapat terlaksana dengan melihat mekanisme yang 

cenderung tidak ada penyelesaian sesuai dengan fungsinya melainkan 

finalisasi hanya dipusatkan pada Direktur Operasi yang bisa berdampak 

pada tidak atau kurang mandirinya institusi atau mekanisme tersebut. 

B. Saran 

Setelah diadakan penelitian kemudian pembahasan serta kesimpulan, 

maka saran yang dapat diajukan adalah : 
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1. Restrukturisasi sektoral dan internal harus dilakukan oleh Perusahaan 

yang meliputi memperjelas struktur jabatan dibawah Direktur Operasi 

disertai dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab masing-masing 

jabatan, termasuk didalamnya meniadakan atau mengganti struktur 

jabatan tertentu yang sesuai dan tepat berdasarkan tugas dan 

kewenangannya; 

2. Melakukan revisi terhadap SOP dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat yaitu tetap mengutamakan transparansi, 

kemandirian, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Kewajaran. 

3. Menjadikan PKBL sebagai bagian dari semangat Perusahaan sehingga 

dapat berdampak pada komitmen Perusahaan tidak hanya pada sisi 

formalitas dalam rangka menjalankan Perundang-Undangan saja, 

melainkan juga dapat terus meningkatkan sarana maupun prasarana yang 

meliputi mekanisme pelaksanaan yang lebih baik. 
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